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Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313 
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Nomor :  435/PM.00.02/K.KI-09/11/2024                     Bontang, 22 November  2024 

Sifat :  Penting 

Lampiran : - 

Hal :  Imbauan  

    

 

Kepada Yth. 

Ketua KPU Kota Bontang 

DI_ 

      Tempat 

 

A. Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 

Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampnye 

pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota 
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2024 tentang Dana 

Kampnye Pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

B. Bahwa sehubungan dengan  dilaksanakannya Tahapan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024, disampaikan ketentuan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  

a. Psal 187 ayat (5), (6), (7) ,dan ( 8) 

(5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas 

yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah); 

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana 

Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda 

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 

benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh 

Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 

bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah); 

(8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan 

kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan 

ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda 

sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima 

C. Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Tahapan Audit Laporan 

Dana Kampanye pada Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 

serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota 

Bontang mengimbau untuk: 

1. Memastikan Proses Penyerahan Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Wali Kota dan 



 
 

Wakil Wali Kota dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

2. Memastikan pengumuman hasil audit Laporan Penerimaan Dan 

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaksanakan tepat waktu dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Memastikan hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran Dana 

Kampanye (LPPDK) dari pasangan calon di sampaikan pada Laman 

dan akun media sosial Resmi KPU Kota Bontang. 

 Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih.                                                             

 

                                                                           Ketua, 

 

 

 
ALDY ARTRIAN, S.Sos., MPA 

 

 

 
Tembusan disampaikan kepada : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. 

2. Arsip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


